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Abstrak 

Pengaturan tentang penggelandangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang disahkan tahun 2023 memunculkan perdebatan di ranah hukum 
pidana, khususnya mengenai perlakuan negara terhadap kelompok rentan yang 
hidup dalam kondisi sosial-ekonomi termarjinalkan. Meskipun terdapat 
pembaruan, KUHP baru masih menunjukkan pola kebijakan represif warisan 
kolonial yang kurang mengedepankan pendekatan humanis dan berbasis hak asasi 
manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan analisis isi. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen 
KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta 
literatur yang membahas hak-hak kelompok marjinal dan paradigma modern 
dalam hukum pidana. Kajian menunjukkan bahwa KUHP baru tetap 
mempertahankan substansi kriminalisasi terhadap penggelandangan meskipun 
dengan redaksi yang lebih netral. Frasa-frasa yang digunakan tampak lebih lunak, 
tetapi pada dasarnya masih memuat pemidanaan terhadap individu tanpa tempat 
tinggal tetap yang hidup di ruang publik. Ketentuan ini berpotensi melanggengkan 
diskriminasi terhadap kelompok miskin, tunawisma, dan penggelandang yang 
seharusnya mendapat perlindungan negara. Fenomena ini menandakan bahwa 
KUHP baru belum sepenuhnya mengakomodasi paradigma hukum pidana modern 
yang berorientasi pada keadilan restoratif dan pendekatan sosial. 

Kata Kunci: Kriminalisasi, Penggelandangan, KUHP Baru Hukum 
Pidana, Kelompok Rentan, Keadilan Restoratif. 

 
 
Pendahuluan 

Fenomena penggelandangan atau tunawisma di Indonesia 

merupakan persoalan sosial yang kompleks, berakar dari ketimpangan 

ekonomi, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, hingga 

ketiadaan jaminan sosial yang memadai. Dalam konteks ini, 

penggelandangan bukan sekadar kondisi individu yang tidak memiliki 

tempat tinggal tetap, tetapi cerminan dari kegagalan sistem sosial-ekonomi 

untuk merespons kebutuhan dasar warga. Secara historis, fenomena ini 

dilihat sebagai subsistem kemiskinan struktural, bukan tindakan kriminal 

yang patut dipidana. Ironisnya, negara dalam praktiknya masih 
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menggunakan instrumen KUHP lama yang diwariskan oleh masa kolonial 

untuk merespons penggelandangan melalui pendekatan hukum pidana yang 

bersifat represif. 

Ketika KUHP baru disahkan pada 2023 menggantikan Wetboek van 

Strafrecht prinsip reformasi sistem pidana yang lebih modern, dengan 

masukan tentang keadilan restoratif dan penghormatan HAM, seharusnya 

mendasari penyusunan norma hukum. Meskipun terdapat pembaruan 

redaksional dalam pasal terkait penggelandangan, substansi formil norma 

tersebut masih mereplikasi orientasi ketertiban umum alih-alih pendekatan 

sosial atau rehabilitatif. Beberapa frase kabur seperti “tidak memiliki tempat 

tinggal tetap” dan “mengganggu ketertiban umum” masih digunakan sebagai 

dasar pidana, padahal dimensi sosial-ekonomi yang mendasari 

penggelandangan justru membutuhkan intervensi sosial. 

Paradigma hukum pidana modern telah bertranformasi dari model 

retributif menuju model restoratif dan preventif. Teori restorative justice 

menekankan pentingnya pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan 

sosial antar pelaku, korban, dan masyarakat sekitar. (Menurut Flora, 2022), 

pendekatan ini kini tertuang dalam ketentuan pasal KUHP baru terkait 

mediasi dan mediasi alternatif seperti pasal 51-54 dan 132 KUHP baru 

researchgate.net. Namun, implikasi atau relevansi dari pendekatan tersebut 

belum diterapkan dalam norma pidana yang menyangkut kelompok 

marginal seperti tunawisma. 

Konsep criminalization of poverty yang berkembang secara global 

menunjukkan bahwa kebijakan pidana sering digunakan sebagai 

mekanisme kontrol sosial yang meminggirkan kelompok rentan. (Kaaryn 

Gustafson, 2009) dalam Journal of Criminal Law & Criminology menjelaskan 

fenomena ini sebagai perwujudan bias struktural: “penyalahgunaan hukum 

pidana terhadap kemiskinan justru memperkuat stigma dan stigmatisasi 

ekonomi” en.wikipedia.org. Di Indonesia, bentuk nyata dari konflik tersebut 

dapat dilihat pada kerentanan kelompok tunawisma terhadap kriminalisasi 

melalui ketentuan-ketentuan KUHP yang kurang tepat guna. 

Penelitian ini lahir dari kebutuhan untuk memahami bagaimana 

ketentuan dalam KUHP lama dan baru merespons fenomena sosial 
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penggelandangan. Pertanyaan yang diajukan antara lain: (1) bagaimana 

transformasi norma pidana terhadap penggelandangan dari KUHP lama ke 

KUHP baru? (2) sejauh mana perubahan tersebut mencerminkan 

perpindahan paradigma dari retributif ke restoratif atau sosial? (3) apa 

implikasi lebih luas dari kriminalisasi ini terhadap hak asasi manusia? 

Metode yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan analisis isi terhadap teks norma KUHP, plus 

perbandingan dengan model keadilan yang lebih progresif. 

Harapannya, artikel ini memberikan kontribusi teoritik dan praktis 

dalam memperkaya diskursus hukum pidana nasional. Dengan 

menempatkan hak atas tempat tinggal sebagai hak asasi, serta perspektif 

hukum pidana yang inklusif, peneliti ingin mendorong pembaruan normatif. 

Reorientasi tersebut diharapkan muncul melalui revisi atau uji 

konstitusional terhadap pasal penal yang menyasar tunawisma, serta 

pengembangan kebijakan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan 

sosial dan perlindungan warga rentan (Komnas HAM RI, 2022). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal 

research) yang bertujuan menganalisis secara kritis ketentuan pidana 

mengenai penggelandangan dalam KUHP baru dibandingkan dengan KUHP 

lama, serta menelaah implikasi formulasi normatif tersebut terhadap 

pendekatan sosial dalam hukum pidana nasional. Metode ini digunakan 

karena fokus penelitian terletak pada studi terhadap norma hukum tertulis 

dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlakuan terhadap kelompok 

rentan. 

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative 

approach). Pendekatan perundang-undangan bertujuan menelaah pasal-

pasal yang relevan dalam KUHP lama dan KUHP baru, sedangkan 

pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi perubahan 

substansial maupun redaksional serta dampaknya terhadap orientasi 

kebijakan hukum pidana. 
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Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer (KUHP lama 

dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP), bahan hukum sekunder (literatur 

akademik, jurnal ilmiah, dan naskah akademik), dan bahan hukum tersier 

(kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif 

dengan menggunakan teori kriminalisasi (Ashworth & Zedner, 2010) dan 

teori keadilan restoratif (Flora, 2022) sebagai pisau analisis terhadap 

formulasi hukum pidana dan dampaknya terhadap kelompok marjinal. 

Bagian ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian mencakup 

pola pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, jenis data dan cara 

penyajian data. 

 

Pembahasan/hasil 

A. Perbandingan Ketentuan Penggelandangan dalam KUHP Lama dan 

KUHP Baru 

Dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP lama), ketentuan mengenai 

penggelandangan diatur dalam Pasal 505, yang menyatakan bahwa “barang 

siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama tiga bulan” . Formulasi tersebut menunjukkan 

pendekatan pemidanaan yang jelas terhadap individu yang tidak memiliki 

tempat tinggal dan pekerjaan tetap. 

Sementara itu, dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), 

pengaturan tentang penggelandangan tertuang dalam Pasal 432, yang 

menyebutkan bahwa “setiap orang yang bergelandangan di tempat umum 

dan meresahkan masyarakat dapat dipidana dengan pidana denda atau 

tindakan pembinaan sosial” . Terdapat perubahan signifikan dari segi 

redaksional, yaitu penggunaan frasa “meresahkan masyarakat” dan 

alternatif pidana berupa tindakan sosial. Namun, substansi kriminalisasi 

tetap dipertahankan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa walaupun 

terdapat upaya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih lunak, 

pendekatan yang bersifat represif terhadap kelompok rentan seperti 

penggelandang belum sepenuhnya ditinggalkan (Asikin, Zainal, 2022). 
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Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan 

berdasarkan metode analisis yang digunakan. Penulisan hasil dan 

pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang 

mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada 

rumusan masalah penelitian. Penulisan dapat dibuat dengan format sub 

judul berdasarkan permasalahan yang dibahas. 

 

B. Analisis terhadap Orientasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru 

Reformasi hukum pidana di Indonesia telah mencapai tonggak 

penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggantikan 

KUHP peninggalan kolonial Belanda. KUHP lama yang merupakan 

terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië telah lama 

dikritik karena tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tidak sesuai 

dengan perkembangan masyarakat Indonesia modern, serta kurang 

memberikan ruang bagi pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada 

keadilan restoratif. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis orientasi 

hukum pidana dalam KUHP Baru ini sebagai bagian dari upaya menilai 

keberpihakan dan paradigma dasar pembaruan hukum pidana nasional. 

KUHP Baru menunjukkan pergeseran orientasi dari sistem hukum 

pidana yang bersifat retributif (pembalasan) menuju orientasi yang lebih 

proporsional, humanis, dan berkeadilan korektif. Hal ini tampak dalam 

muatan normatif pasal-pasal baru yang mengedepankan asas ultimum 

remedium, pendekatan pidana bersyarat, serta penguatan terhadap nilai-

nilai lokal dan konteks sosio-kultural bangsa Indonesia. Salah satu bentuk 

pergeseran paradigma tersebut tercermin dalam pengaturan tentang sanksi 

pidana dan tindakan, termasuk pengakuan terhadap pidana kerja sosial 

dan pidana pengawasan sebagai alternatif dari pidana penjara. Ketentuan 

ini mencerminkan prinsip diversifikasi pemidanaan yang sebelumnya belum 

menjadi perhatian utama dalam KUHP lama. 

Dalam tataran filosofis, KUHP Baru berupaya membumikan nilai-

nilai Pancasila sebagai dasar dari pembaruan hukum pidana nasional. 

Pendekatan ini ditunjukkan dalam perumusan pasal-pasal yang tidak hanya 
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menekankan pada perlindungan terhadap individu, tetapi juga kepentingan 

masyarakat, negara, dan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Misalnya, 

ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara 

kembali diatur dengan alasan untuk melindungi wibawa negara dan 

menjaga stabilitas nasional. Namun, pasal-pasal ini menimbulkan 

kontroversi karena berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan 

berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai konvensi 

hak asasi manusia internasional (Komnas HAM, 2023). 

Dalam konteks sistem pemidanaan, orientasi hukum pidana dalam 

KUHP Baru mengalami reformulasi yang cukup signifikan. KUHP Baru tidak 

lagi menjadikan pidana penjara sebagai satu-satunya instrumen utama 

dalam merespons tindak pidana, melainkan membuka ruang bagi pidana 

yang bersifat non-pemenjaraan. Konsepsi ini dapat dilihat dalam ketentuan 

Pasal 67 sampai dengan Pasal 72 KUHP Baru yang memperkenalkan pidana 

denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana bersyarat. 

Ketentuan ini mengarah pada sistem pemidanaan yang lebih progresif dan 

mengurangi overkriminalisasi serta overcrowding dalam lembaga 

pemasyarakatan. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa kebijakan 

pemidanaan berbasis pemenjaraan telah gagal dalam menekan angka 

kejahatan dan justru menyebabkan degradasi terhadap hak asasi 

narapidana (Muladi, 2023). 

Orientasi hukum pidana dalam KUHP Baru juga mencerminkan 

perhatian terhadap perlindungan kelompok rentan. Sebagai contoh, 

ketentuan dalam Buku Kedua KUHP Baru memperkuat perlindungan 

hukum terhadap perempuan dan anak melalui pengaturan terhadap tindak 

pidana kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan perdagangan orang. Hal ini 

sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang menuntut negara-

negara untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dalam sistem 

hukum pidana nasional. Sebagaimana ditegaskan oleh (UNODC, 2021), 

pendekatan hukum pidana modern harus mencerminkan sensitivitas 

terhadap hak-hak kelompok marginal dan mengakomodasi pendekatan 

berbasis korban (victim-oriented approach). 
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Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa orientasi hukum 

pidana yang dimuat dalam KUHP Baru masih menyimpan potensi 

multitafsir. Sebagai contoh, pengaturan mengenai “kejahatan terhadap 

kesusilaan” masih mempertahankan rumusan yang bersifat terbuka dan 

bisa ditafsirkan secara subjektif, sehingga berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Ketentuan seperti larangan kohabitasi dan 

perzinaan (Pasal 411 dan 412 KUHP Baru) menuai kritik karena dianggap 

mencampuri ranah privat warga negara dan berpotensi disalahgunakan 

untuk kriminalisasi berbasis moralitas mayoritarian. Kritik ini tidak hanya 

datang dari aktivis HAM dalam negeri, tetapi juga dari komunitas 

internasional, yang menilai bahwa KUHP Baru kurang selaras dengan 

prinsip due process of law dan legal certainty (Human Rights Watch, 2023). 

Orientasi hukum pidana dalam KUHP Baru juga mencoba 

merevitalisasi peran masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana. 

Hal ini tercermin dari ketentuan tentang delik aduan absolut dalam kasus-

kasus tertentu, seperti dalam perkara kesusilaan, yang hanya dapat 

diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan 

langsung. Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya untuk 

menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan 

terhadap hak privasi individu. Namun, efektivitas implementasi dari prinsip 

ini sangat tergantung pada kualitas aparat penegak hukum dan mekanisme 

pengawasan eksternal yang memadai. 

Lebih lanjut, KUHP Baru juga memperkenalkan pemikiran baru 

dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam KUHP lama, 

konsep ini tidak secara eksplisit diatur, meskipun dalam praktik peradilan 

telah berkembang melalui berbagai putusan dan kebijakan sektoral. KUHP 

Baru menegaskan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana dan memiliki 

pertanggungjawaban yang setara dengan subjek hukum perorangan (Pasal 

45). Hal ini merupakan kemajuan penting dalam orientasi hukum pidana 

nasional, karena mengakui peran strategis korporasi sebagai entitas yang 

dapat melakukan tindak pidana, khususnya dalam kasus korupsi, 

pencemaran lingkungan, dan kejahatan ekonomi lainnya (Marzuki, 2023). 
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Dari aspek sosiologis, pembaruan KUHP juga merupakan cermin dari 

proses pencarian identitas hukum Indonesia yang mandiri dan berdaulat. 

Orientasi hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai nasional dan 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia 

menunjukkan tekad untuk tidak lagi bergantung pada sistem hukum 

warisan kolonial. Namun, proses ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika 

politik, budaya, dan sosial yang kompleks, yang kerap kali memengaruhi 

arah dan substansi kebijakan hukum pidana. Oleh karena itu, implementasi 

dari KUHP Baru harus disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, 

pembaruan kurikulum hukum pidana di perguruan tinggi, serta partisipasi 

aktif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaannya. 

Dengan demikian, orientasi hukum pidana dalam KUHP Baru 

menunjukkan langkah positif ke arah sistem hukum yang lebih kontekstual, 

humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Meski 

demikian, pembaruan ini tidak bebas dari tantangan. Kecermatan dalam 

implementasi, konsistensi dalam penegakan hukum, dan keberanian untuk 

melakukan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar orientasi baru ini 

tidak sekadar menjadi dokumen hukum yang progresif di atas kertas, 

melainkan juga menjadi alat yang efektif dalam mencapai keadilan 

substantif di Indonesia. 

 

C. Implikasi Sosial dan Hukum terhadap Kriminalisasi Penggelandangan 

Penggelandangan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan 

telah lama menjadi objek pengaturan dalam hukum pidana, termasuk 

dalam sistem hukum Indonesia. Dalam KUHP lama (Wetboek van Strafrecht 

voor Nederlandsch-Indië), penggelandangan diatur sebagai suatu bentuk 

tindak pidana, yakni dalam Pasal 504 yang menyatakan bahwa “barang 

siapa bergelandangan tanpa mata pencaharian yang tetap, diancam dengan 

pidana kurungan paling lama tiga bulan.” Meskipun pasal ini bersifat 

terbuka dan memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan 

tindakan represif, namun dalam praktiknya, ketentuan ini kerap dikritik 

sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kemiskinan. Dalam konteks KUHP 

baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, 
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ketentuan mengenai penggelandangan tetap dipertahankan dalam bentuk 

pengaturan tersendiri, yakni pada Pasal 432, dengan redaksi yang relatif 

serupa, meskipun pendekatan normatifnya menunjukkan adanya 

pergeseran simbolik. 

Kriminalisasi terhadap penggelandangan menyimpan berbagai 

implikasi, baik dalam aspek sosial maupun hukum. Secara sosiologis, 

penggelandangan bukanlah sekadar perbuatan hukum yang dapat 

dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran, melainkan lebih 

merupakan ekspresi dari kegagalan sistem sosial dalam memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara, seperti perumahan, pekerjaan, dan jaminan 

sosial. Oleh karena itu, pendekatan kriminal terhadap penggelandangan 

mencerminkan ketidakmampuan negara dalam menjalankan tanggung 

jawab sosialnya, dan sebaliknya melemparkan beban tersebut kepada 

individu yang paling rentan dalam masyarakat. 

Implikasi sosial dari kriminalisasi penggelandangan sangat kentara 

dalam praktik penertiban oleh aparat penegak hukum, yang acapkali 

dilakukan secara koersif dan tanpa prosedur hukum yang adil. 

Penggelandangan sebagai bagian dari kelompok masyarakat marginal 

seringkali mengalami stigma sosial yang berlapis, tidak hanya karena status 

ekonominya yang rentan, tetapi juga karena pelabelan sebagai pelanggar 

hukum. Hal ini memperburuk eksklusi sosial yang mereka alami, serta 

menghambat peluang mereka untuk memperoleh perlindungan sosial atau 

reintegrasi ke dalam masyarakat. Sejumlah studi sosiologis 

menggarisbawahi bahwa kriminalisasi kemiskinan justru memperparah 

ketimpangan struktural, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus 

(Desmond & Travis, 2018) 

Lebih jauh, pendekatan represif terhadap penggelandangan kerap 

tidak disertai dengan kebijakan alternatif yang bersifat solutif. Alih-alih 

menyediakan hunian yang layak, akses pendidikan dan pekerjaan, negara 

seringkali menggunakan perangkat hukum pidana untuk “membersihkan” 

ruang-ruang kota dari kehadiran para gelandangan demi alasan estetika 

dan keamanan. Dalam hal ini, hukum pidana digunakan bukan sebagai alat 

untuk mencapai keadilan sosial, melainkan sebagai instrumen pengendalian 
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sosial yang bias kelas. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan 

pasal-pasal penggelandangan dalam KUHP baru berpotensi bertentangan 

dengan prinsip nondiskriminasi dan hak atas kesetaraan di hadapan 

hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dari sudut pandang hukum pidana, keberlanjutan kriminalisasi 

penggelandangan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara 

pendekatan normatif dengan prinsip-prinsip modern hukum pidana yang 

lebih humanistik dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. 

Salah satu kritik utama terhadap pengaturan penggelandangan dalam 

KUHP baru adalah tidak adanya klarifikasi yang memadai mengenai 

batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penggelandangan. 

Ketidakjelasan unsur delik ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas 

bagi aparat, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan 

pelanggaran terhadap prinsip nullum crimen sine lege certa. Sebagaimana 

dikemukakan oleh (Ashworth dan Zedner, 2014), ketidakpastian hukum 

dalam formulasi delik akan merusak legitimasi hukum pidana dan 

mengurangi prediktabilitas hukum. Di tingkat internasional, berbagai 

instrumen HAM telah menyuarakan keprihatinan terhadap praktik 

kriminalisasi penggelandangan. Komite HAM PBB dalam General Comment 

No. 36 menyatakan bahwa negara tidak boleh menggunakan hukum pidana 

untuk menghukum orang karena status sosial mereka, termasuk 

penggelandangan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-

prinsip dasar HAM, khususnya hak atas martabat, kebebasan, dan 

keamanan pribadi. Bahkan, dalam Report of the Special Rapporteur on the 

Right to Adequate Housing (A/HRC/43/43), dikemukakan bahwa 

kriminalisasi terhadap para tunawisma dianggap sebagai pelanggaran 

terhadap kewajiban negara untuk menyediakan perumahan yang layak 

sebagai bagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 

Secara konseptual, hukum pidana semestinya ditempatkan sebagai 

ultimum remedium, yakni sebagai upaya terakhir ketika instrumen hukum 

lainnya telah gagal. Penggunaan hukum pidana untuk menangani masalah 

sosial seperti penggelandangan mencerminkan deviasi terhadap prinsip ini, 
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sekaligus memperlihatkan kurangnya pendekatan interdisipliner dalam 

perumusan kebijakan hukum. Pendekatan yang lebih sesuai terhadap 

penggelandangan mestinya dilakukan melalui sinergi kebijakan sosial, 

perumahan, ketenagakerjaan, dan layanan kesehatan. Negara semestinya 

mengadopsi pendekatan kesejahteraan (welfare-based approach) ketimbang 

pendekatan penal yang represif. 

Implikasi hukum dari kriminalisasi penggelandangan juga berimbas 

pada sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Penumpukan perkara 

minor seperti penggelandangan dalam sistem peradilan akan menambah 

beban kerja aparat penegak hukum dan memperlambat proses penanganan 

perkara yang lebih serius. Di sisi lain, penahanan terhadap 

penggelandangan juga akan menambah kepadatan lembaga 

pemasyarakatan yang selama ini telah menjadi masalah kronis di Indonesia. 

Dalam konteks ini, kebijakan pemidanaan terhadap penggelandangan tidak 

hanya tidak efektif, tetapi juga memboroskan sumber daya negara yang 

seharusnya dapat dialokasikan untuk intervensi sosial yang lebih 

konstruktif. 

Dari aspek hak asasi manusia, penggelandangan tidak boleh 

dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai indikasi 

kegagalan struktur sosial dan ekonomi. Pendekatan yang menghukum 

orang miskin karena status mereka yang tidak memiliki tempat tinggal 

adalah bentuk diskriminasi yang paling nyata. Dalam hal ini, negara 

seharusnya bertindak sebagai pelindung, bukan sebagai represor. Prinsip-

prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945 

mengharuskan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak 

terlantar, bukan justru menjadikan mereka objek kriminalisasi. 

Oleh karena itu, reformasi terhadap KUHP baru semestinya tidak 

berhenti pada aspek formil-normatif semata, tetapi harus pula 

mencerminkan paradigma baru dalam hukum pidana yang menjunjung 

tinggi martabat manusia dan menjawab kebutuhan kelompok rentan. 

Evaluasi terhadap pasal-pasal kriminalisasi penggelandangan harus 

dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil, 

akademisi, dan komunitas yang terdampak langsung. Hukum pidana yang 
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baik bukanlah yang keras terhadap mereka yang lemah, tetapi yang adil 

dalam perlindungannya terhadap semua warga negara. 

 

Kesimpulan 

Menegaskan bahwa baik dalam KUHP lama maupun dalam KUHP 

baru, regulasi mengenai penggelandangan tetap berpijak pada pendekatan 

kriminal yang melihat keberadaan gelandangan sebagai ancaman ketertiban 

umum, bukan sebagai akibat struktural dari persoalan sosial, ekonomi, dan 

ketimpangan akses terhadap kesejahteraan. Pasal 504 KUHP lama dan 

Pasal 432 KUHP baru pada dasarnya mereproduksi logika penertiban kota 

dan moralitas publik yang mengabaikan hak-hak dasar kelompok rentan. 

Meskipun KUHP baru diklaim sebagai hasil kodifikasi yang berakar pada 

nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia, namun ketentuan 

mengenai penggelandangan justru menunjukkan inkonsistensi dengan 

prinsip non-discrimination dan restorative justice yang semestinya menjadi 

arah baru dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. 

Kriminalisasi terhadap penggelandangan mencerminkan bentuk 

kontrol sosial yang bersifat vertikal dan tidak partisipatif, yang lebih 

menekankan pada eksklusi dan marginalisasi ketimbang pemulihan sosial. 

Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana hukum pidana disalahgunakan 

untuk menertibkan ruang publik dengan mengorbankan kelompok miskin 

dan terlantar, alih-alih menyelesaikan akar masalah kemiskinan itu sendiri. 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa kriminalisasi penggelandangan secara 

sistematis melanggengkan siklus kemiskinan dan menambah kerentanan 

kelompok marginal. Selain itu, pendekatan hukum yang represif terhadap 

penggelandangan juga dikritik oleh instrumen internasional seperti Special 

Rapporteur on the Right to Adequate Housing, yang menilai bahwa tindakan 

negara semacam itu bertentangan dengan kewajiban pemenuhan hak atas 

tempat tinggal yang layak dan kehidupan bermartabat. Dengan demikian, 

KUHP baru semestinya didorong untuk melakukan dekonstruksi terhadap 

warisan kolonial dalam pendekatan hukum pidana, dengan 

mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan pendekatan non-penal dalam 

penanganan persoalan penggelandangan. 
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